~ PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACIIAN

NOMOR 16 TAHUN 2003
~ TENTANG -
PAJAK RESTORAN -

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI PACITAN,

babwa sesuai '_ﬂengan ‘ketentuan - pasal 2 ayat (2}

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997. - - -

 tentang Pajak Daerah dan - Retribusi. Daerah,

-+ Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam Peraturan
- Daerah Nomor 17 Tahun 1998 Hembaran Daerah
_ :ﬁlnsgal 29 Maret 1999 Nomor 6 Seri A Tabun 1999}, perlu_

an peninjauan kembali terbadap Peraturan

" Daerah dimalcmd ; o
. babwa untuk meloksanakan - peninjauan kembali .

L sebagaimona dimaksud pada huruf a diatas, perlu

_'Mengingat_ : 1

mencabut . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan:

E Nomor 17 Tahun 1998 dan mengatur kembali ketentuan

tentang Pajak Restoran dengan menetapkan dalam

. quaturan Dae;ah. . -

Undahg-undanngomor- 12 Tahun 1950 tentang -

~ Pembentukan  Daerah-daerah - Kabupaten Dalam ;

lingkungen Propinsi Jawa Tlmur; -

.” Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
- . Acara Pidana (Lemboran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
- Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3209} ; _

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak - (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

S ~ Nomor 3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah -dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Talhhm 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685); yang telah diubah dengan Undang-undang

- - Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negare Tahim 2000
- . Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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12,

13.

14.

Menetapkan :

5'

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang-
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara'
Nomor 3686}, T

Undang'—undan% Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaron Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang.
Pcrimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan.
Daerah (Lembaran Negara Talun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651 }; :

Peraturan IPomorinutaly Nomur 25 Tatiun 2000 tontang:
Kewenangan Pemerintalh dan Kewcnangan Propinsi

. Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952};

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang;
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138} ;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Talun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ; ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Talun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan
Materi Muatan Produk-produk Hnkum Daerah; )

Koputuson Menteri Dddam Nogeri dan Otonomi Daeralh
Nomor 22 Tahun 2001 tontmmg Dentuk Prodnk-produk

-Hukum Daerah; :

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7.
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Pacitan
(Lembaran Daerahh Kabupaten Pacitan Tahnu 1988
Nomor 5 Seri D Tanggal 17 Oktober 1988}, :

- ’ Dongan porsotujum
DEWAN PERWAKIII.AN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG

- PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

-~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksul dengan :
a. Daeral, adalahh Kabupaten Pacitan ;

b, Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupateﬁ -

Pacitan ;

¢. Kepala Daerah, adalah Bupati . Pacitan ;

.2



.::. K da

o h.

“digunakan - untuk = mem

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se:lanjutnyai
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakliau Rakyat
Daerah Kahnpaten Pacitan;

. Pajak Daerah yan%iselanjutnya disebut Pajak, adalah

iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalau langsung

_yang seimbang yang dapat dipaksakean berdasarkan -

Peraturan Perundm1g-undm1§an yang berlaku, yang-

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;

- Restoran, adalah tem(flat menyantap makanan danfatau’ '.

minuman yang disediakau dengan dipuugut bayaran, -
tidak termasuk usaha jasa boga atau katering ; :
Pengusaha Restoran adalah pororangan atau badan
yang menyelenggarakan restoran untuk dan atas.
nomanya sendiri atau untuk dan atas namna pihak lain
yang menjadi tanggungamiya ; ',
Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang -
melakukan pembayaran atas pelayanan restoran ; _
Wajib Pajak Restoran , adalah pengusaha restoran ;

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SPTPD, adalah surat yang digimakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran . pajak yang terutang monurut Poraturan
Peiundang-undangan yang berlaku ; :_
Surat Setoran Pajak  Daerah, yang selanjutnya

- disingkat SSPD, adalalh surat r\)mng digunakan oleh wajib

pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain

- yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

lll

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang -

menentukan besornya jumlah pajak yang terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat - SKPDKB, = adalah Surat
Keputusm' yang menentukan besarnya .jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlan kekurangan
pembayaran pokok pajalk, besarnya sanksi administrasi
danjumlah yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

- Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,

adalah Surat Keputusm yang menentukan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan

. yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak -

karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang ; L

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah $Siwuat Keputusan yang

. menentukm jumlah pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang ' .
- dmm tidak ada kredit ajaic; R S

Surat Tagihmi Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi bermpa bunga dan atau deuda ;
Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam
Kabupaten Pacitan ; ' ' -
Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah, - _ ‘

inyal - penyelenggaraan. =



_ BAB II
NAMA DAN OBYEK PAJAK
' Pasal 2 .

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipnngut Pajak atas setiap
pelayanan di Restoran ; _

(2) Obyek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang
disediakan dengan pembayarqn di Restaran ;

(3) Obyek Pajak . sebagaimana dimaksnd pada ayat (2)
pasal ini adalal: pennalan makanan dan atau minuman
ditempat yang disertai dengan penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan daii obyek pajak restoran, adalah pelayanan
jasa boga/katering. :

BAB ill
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak Restaran adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan kepada restoran ;

Pasal 5

Besarnya Tarip Pajak Restoran ditetapkan sebosar
10% (sepuluh person). :

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal €

(1) Pajak restaran yang terutang dipungut di Wilayah
- Daeral: ; ' _
(2) Bosarnya pajak restoran I\;an terutang dihitung dengan
earn mengalikan Tarif Paj sebagaimana dimaksud
dalam pasal S Peraturan Daerah ini dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
Peraturan Daerah ini. :

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERI'I}‘)AH;IJA;J PAJAL DAERAH
Pas

Masa najak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
ditetapkan aleh Kepala Daeral: sebagai dasar untuk
menghitung besarnya pajak terutang. ’

Pasal 8
Talun pajak, adalah jangka waktu yang lamanya

1(satu) talun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakau
tahun buku yang tidak sama dengan talhn takwim. !
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Pasal 9

' Pajak restoran terutang dalam masa palak terjadi pada saat

pelayanan di restoran.
| Pasal 10 |
(l] Setmp Waij Pﬁjﬂk Restoran waij menguu SPTPD ;

(2] SPTPD sebagmmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
- harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dxtanda
tangani oleh Waij Pajak atau Kuasanya ;

(3) Dentuk, isi dnn tata cara lmug)'dmu APTPD dllﬂtﬂpl’ﬂll
oleh Kepala Daerall.

!

~ BAB VI ’
TATA CARA PERHITUNGAN .
DAN PENETQP?{I PAJAK o
Pas '

(l] Berdasm‘kan SPTPD - sebagam]and dimaksud dalam
pased 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah
" menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;

{2) Apabila SKPD sebagmmana dimaksud pada ayat (l]

. pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari seJak SKPD diterima,
dikenakan  sanksi administrasi berupa  bunga
sebesar 2% {dua persen] sebulan dan ditagih dengan
menerbxtkan STPD _

Pasal 12 -

(l] Wajib pajak reatoreul mlg membayar sendici, SI'TID
sebagaimana dunaksm?lr dalam pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerall ini digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang ;

(2] Dalam jangka waktu (hma] tahun sesudali saat

terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbxtkan
a. SKPDKB ; :
b, SKPDKBT

c. SKPDN

(3] SKPDKB sebagaimana dmlaksud pada ayat (2) pasal lm :
huruf a diterbitkan: -
a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
ketorangan lain pajak yang terutang tidak atau
- kurang dibayar, dikenakan sanksi admimstrasi berupa
" bimga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
- pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
- jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apalnla STPTD tidak disampaikan dalam jangka wa.ktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dxkenakau sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % {dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua pululi empat) bulan dxhxtung
sejak saat terutangnya pajak.
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c. Apabﬂa kewaijan mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
-waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
diliitung sejak saat terutangnya pajak :

(4] SKPDKBT sebagaimana dnnaksud pada ayat (2) huruf b
pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau
- data yang somula belum terungkap yang monyebabkan
penambalian jumlali  pajak yang tcrutang, akan
dikonnkan sanksi administrasi berupa konaikan schosar
100°A1>’ (scratus _persen] dari jllm]&]l kekurangan pajak
tersebut,

(3 SKPDN sebagannana dimaksud pada at (2) huruf: ¢

pasal ini diterbitkan apabila jumlali pajak yang terutang
" sama Dbesarnya dengan jumlah kredit pajak atau
- pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .

{0) Apabﬂa kewajiban membayar pajak terutang dalam
SKPDKD dan SKPDKDT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenulmya
(hbayal dalam jangka waktu yang telah ditentukan,

. ditagili dengan menerbitkan STPD ditambali dengan

- Sa{’]k]SI admiuistrasi berupa bunga 2 % (dua person]
sebulan.,

BAB vil - : '
TATA CARA PEMBAYARAN ‘
- Pasal 13 =

(1) Pembayaran pajak restoran dllakukan di Kas Daeral
atau tlitempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabﬂa pembayaran pajak restoran dilakukan ditempat -
lain yang ditunjuk, hasil peuerimaan pajak harus disetor
- ke Kas Daerah selambat-lambatuya 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang d1tentukan oleh ﬂepala Daerals; :

- (3] Pembayaran pajak restoran sebagaimana dimaksud pada
- . ayat (1) dan ayat (2] pasal ini dilakukan dengan
S menggunakan SSPD

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak restoran harus dilakukan sekahgus _
dan lunas; '

(2) Kepala Daerali dapat memberikan persetujuan kepada
' wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
~ yang dxtentukan, ’

' (3] Angsuran pembayaran pamk restaran sebagannana

dimaksud pada ayat (2) pasaI ini, harus dilakukan secara
teratur dan Dberturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar. '

L



~ (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai
batas waktu . yang ditentukan  setelah memenuhi
persyamtan yang ditentukan dengan dikenakan bunga

2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum _
atau kurang dibayar. '

(9) Pers{;amtan_untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata carn pem aran angsuran dan
penundaan sebagaimana dlmaksudy pada ayat (2) dan
ayat (4) pasal i 1m, d1tentukan aleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setmp pembayaran pnjﬂk restoran sebagaimana
' dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daeral ini
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam
buku penerimaan;

(2) Boutuk, jeuis, isi, ukuran tamtu bukti pombayaran dan
buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada
| ayat (1) pasal ini d1tetapkan oleh Kepala Daerah.

'DAB VIII
TATA CARA PENAGCIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Penngatnn atau Surat lmn
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh] han sejak saat
Jatuh tempo pembayaran‘ :

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran atau Surat Poringatan atau Surat lain
yang sejenis, wajib pajak restoran harus molunasi pajak
yang terutang; :

(3) Sumt teguran, Sumt Penngatan atau Swat lain yan
- sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal im
dikeluarkan oleh pejabat yang dltunjuk .

Pasal 17

(1) Sﬂbﬂﬂ Jumlah pajak yang masih harus dibayar tldak
: unasi-dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
‘dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus d1bayar
chtaglh dengan Surat Paksa:

(2] Pejabat {ang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera
setelalh lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis, _

' | Pasal 18 o '

'Apal:ula pajak restoran yang harus chbayar tidak dllunam

dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal

pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera
menerbitkan Siuat Perintah Melaksanakan Penyitaan.



Pasal 19

Setelal1 dilakukan penyitaan dan wajib pajak restoran
~ belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat
- 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan
Surat Perintali melaksanakan penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantar Lelang Negara.

Pasal 20 |
Setelali Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal.

jam dan tcupat pelaksanaen lalang, Juru  Sila
memberitahukan dengan segera socaia tertulis kepada

o Wajibh Pajak Restaran,

Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
elaksanaan penagilian pajak daerah ditetapkan oleh
Kepala Daeral,

- BAB IX
PENGURANOAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
Restoran dapat memberikan pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB X
TATA CARA PEMBEIUI AN, PEMBATAI AN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN .,
SANKSI ADMINISTRAS!I
Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan

Wajib Pajak Restoran dapat :

a, membetulkau SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau 8STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Penmdang-
undangan perpajakan Daerah.

"~ b, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
yang tidak benar, .

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksl

~ administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak restoran
atau bukan karena kesalahannya.



(2) Permohonan pembet:ulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
admirustrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana dimaksud pada a at (1) pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak restoran
kepada Kepala Daerah atau pejabat, selambat-lambatnya

ga puluh) hori sej ‘tanggal diterima SKPD, . -

SKP{)KB SKPDKBT atau STPD dengan membenkan_ _
alasan yang, Jelas _ -

(3) Ke )aln Dncrnh atau pajnbnt yang dttunjuk paling lama'

' ltlga) bulan sojak surat permolionan sebagalmana
d1maksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudan harus
‘memberikan koputusan, _

(4) Apabila setelal lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagmmana
d]I: 1aksud pada ayat E) pasal ini, Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksx .
admnmstrasn dmnggap dlkabulkan }

B A B XI '
- KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wapb pajak restoran dapat men gajukan keberatan
hanya kepada Kepala Daerah atan Pejabat yang d.ltlln_]llk
atas suatu :

SKPD
SKPDKB ;
SKPDKBT ;

'SKPDLB ;

'SKFPDN. ST

’ Pemotongan atau pungutan . oloh Pihak Ketiga

- berdasarkan Peraturan - Perundang-undangan

-Perpajakan yang berlakn. .

mepeEs

(2) Permohonan keberatan - sebagmmana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN'
diterima  oleh Wajib Pajak Restoran, atau tanggal
- pemotongan/ pemungutan oleh Pihak Ketiga -

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan

- alasan yang jelas, kecuaﬁ, apab a waJSJ pajak restoran
dapat menunjukkan balwa jangka waktu itu tidak dapat _
: d.lpemlhl karena keadaan diluar kekuasaaunya Lo

_ '[3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam-

waktu paling lama 12 (dua Dbelas) bulan sejak
.tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah
memberikan alasan.

(4) Apablla setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
' . sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini
-Kepala Daerah atau  pejabat yang ditumuk tidak

memberikan = keputusan, -permohonan keberatan' '

dmnggap dlkabulkan. S
(5) Pengajuan Keberatan sebagmmana dimaksud pada

ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar =

pajak,



- dikembalikan dengan dltambali imbalan bhunga se

Pasal 25

- (l) Waij pajak restoran dapat mengajukan bandmg kepada |
- Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu
3 (tiga) bulan setelal diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebai ana dimaksud pada ayat (l)
: pasal mi tzdak memulda ewaijan membayar pajak.

. l’asnl 20 .

Apabﬂa pengajuan keberatan sebagaxmana dimaksud dalam
- "pasal 23 Peraluran Daerali inl atau bandlng sobagahuaun
~dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan
sebagian atau selurulinya, kelebihan pembayaran Eajak o
esar
: 2 % (dua persen} sebulan untuk jangka waktu paling lama
24 (dua jiuiuls empat) bulan .

. 'BABXI ;
ENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
" Pasal27

(l) Waij pajak restoran dapat mengajukan permohonan. |
pengembalimi kelebihan pembayaran pajak kepada '
Kepala Daeral1 atau Pejabat yang ltllnjllk <

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat ang dltllnjllk dalam | Jsmgk a. -
: waktu paling lama { dua Dbelas} bulan sejak

dltermnnya permohoutul pongomballanl  kolebihan

. pembayaran pajak sebagaimana tbmaksud pada ayat (1)

_ pasal ini harus memberikan keputusan. =

(3) Apabxla Jangka waktu sebagamana ‘dimaksud padt:i'.

ayat {2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau pejabat
yang ditunjuk. tidak memberikan  keputusan,
permochonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan harus diterbitkan dalam jangka
- waktn paling lama 1 {satu) bulan

(4) Apabﬂa wajib pajak restoran mempunyax utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaxmana-
dimaksud pada  ayat {(2) pasal ini langsung -
diperhitungkan untuk melunaax terlebxh dahulu utang. '
pajak dlmaksud _ L

' (5) Pengembahan keleblhan pembayaran pajak restoran
- dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan .
 sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan surat
perintali membayar kelebilian pajak (SPMKP] '

(6) Apabila pengembalian kelebilian pembayaran paiak
- restoran dilakukan setelal: lewat waktu 2 (dua} bu
sejak diterbitkannya SKPDLS, Kepala . Daerah atau’

‘pejabat  yang ditunjuk memberikan _imbalan bunga .

-~ sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebxhan Pa_]ak :

b

a0



' .--'Pasa.128 : ' '

Apabila. - kelebihan = pembayaran - pajak  restoran
~diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana
, dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini, .
- Eembayaran dilakukan dengan cara pemindal bukuan dan
ukti pemindah bukuan juga  berlaku sebagai bukti
pembayaran. B ;

" DAD xm1 .-
. 'KEDALUWARSA
U Pasal20

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak restoran .
kedaluwarsa, setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
talun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuah
apablia wajib pajak restoran melakukan tindak pidana

1 bidang perpajakan daerah. -~ - - ° '

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak ‘restoran sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : :
a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau;:

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak Restoran
- baik langsnung maupun tidak langsung. '

o |  BAB XIV
" KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
R Pasal 30 :

. (1) Wajib pajak restoran yang karena kealpaannya atau
' sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
- dengan tidak benar atau- tidak lengkap atau
melampitkan keterangan yang tidak benar sehiugga
meruglican keuangan daerah dapat dipidena sasuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ; : .

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah bersifat pelanggaran ; . -

: | . pasal 31 '

m Pajabat _PegaWai Negeri Sipil tertentu di lingkungaﬁ
Pemerintah Daerah dibeini wewenang khusus sebagai

. penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

~ di bidang perpajakan daerah. . - . _ _

o (2) Wewenang penyidik seba:gaimand dimaksud pada ayat (ll)'

" pasalini adalah ;
~ a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
. keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar
- keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
. - danjelas; : . :

"~ b, Meneliti,. mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang. pribadi atau  badan tentang

" kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;

" ¢. Meminta keteraﬁgan dan bahan bukti dari orang
- pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
. di bidang perpajakan daerah ;. - * . -




Claguaimatess

d. Memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
"~ pidana di bidang perpajakan daerah ;
e. Melakukan penggeledahan - “untuk mendapatkan
. bahan ' bukti: pembukuan, pencatatan dan
. dokumen-dokumen lain- serta melakukan penyitaan
terbadap bahan bukti tersebut; -
{. Meminta bantuan tenaga - ahli dalam rangka
. pelaksanaan tugas penyidlkan tmdak pidana di bidang

. perpajakan daerah ;
g Menyuruh berhentl, melarang seseorang
; menin an ruangan  atau tempat pada saat

emenksaan sedang berlangsung dan memeriksa
1dentitas orang dan atau dokumen yang d1bawa
- -. sebagaimana dimaksud pada hurufe
~h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tmdak
_ - pidana perpajakan daerah ;-
i, Memanggil orang 1mtuk d1dengar keterangannya dan
.- . diperiksa sebagai tersangka atau aankal :
L Menghentikan penyidikan ; .
Mel an tindakan Jlain yang perln imtuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan - daerah menurut - hukum yang dapat

. dlpertanggunﬁowabkan. -

(3 Penyxd;k scba ana dlmahuud pada (l)
pasal ini mem 1tahukan dnnulamya penyx

" menyampaikan . hasil . penyidikannya k ada

. Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

- dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
- 'Hukum Acara Pldana

BABXV
KETEI'H‘UANPERALIHANDANPEHUTUP
: Paaal a2 .

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 1998 tentang
Pajak Hotel dan Reatoran dmyatakan dmabut dan tidak

‘berlaku lagi .

Paaal 33

Peraturan Daerah ini | mulm beflaku__ pada tanggal

dhmdangkan
Agar aupaya aetmp orang dapat = mengetahuinya,

. memerintahkan . pengundangan - Peraturan Daerah ini
gen%an penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
acitan.

Dltetapkan di Pacitan
' pada tanggal 30- 12 -~ 2003
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- &'Mémeﬁks& buku-lmku, catatan-catatan dan dokumen-

“dokumen lain berkenaan dengan tlndak pldana di bldang

. perpajakan daerah ;

- ;E_‘:f-__':e Melakukan pe.nggeledahan untuk me.ndapatkan bahan buktl o

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

: - melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; - _
- f." Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan o

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

x g. Menyuruh berhenti, melarang sesecrang menin

7.7 ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
" berlangsung don memeriksa identitas orang dan atau
-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

h Memotret seseorang yang berkmtan dangan tindak pldana |

' perpajakan daerah ;
.- i. Memanggil orang untuk dlde.ngar _keterangannya dan
- - diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ; E o -

. ' _L Menghentikan penyidikan ;

s kan tindalmn lain yang perlu untuk kelancaran
- - penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
- - menurut hukum yang dapat dlpertanggungmwabkan

3} Penyidik sebagmmana dxmaksud ada ayat 1) pasal ini
-(. )memberitahukan dimuloinya pe.nyldgkan dan m(ellyam an

_hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan
" ketentuan yang diatur dalam . Undang—undang Nomor 8 .-

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pldana.

BAB XV -
KETENHIAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 32 o

L 3 Dangan berlakunya Peraturan Daerah m1, ‘maka Peraturan

- Daerah- - Kabupaten ' Pacitan Nomor ‘17 Tahun 1998. .'
- tentang . Pajak Hotel dan. Restomn dmyatakan dicabut dan -

tldak berlaku laga
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan |

Agar a aya setiap orang dapat mengetahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini de.ngan penempatan dalam

: Lem baran Daerah Kabupaten Pacitan.

Diﬁnd.angk'an di Pacitan
pada tanggal 30~ 12 - 2003

~sH

Dltetapkan .di Pacitan
pada tanggal 30- 12 - 2003

| BUPATI PACITAN

Cap Ttd.
. SUTRISNO

*IARIS DAERAH

‘Pembma Utama Madya
- NIP. 510 049 978

LEMBARAH DAERAH KABUIATEN PACITAN TAHUN 2003 NOMOR 3 SERIB *
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- Pasal 2 ayat (13)

| . lia';al 3

' PENJELASAN
pn:m'rvm DAERAH KABUPATER PACITAR T
| ' NOMOR 16 TAHUN 2003 f
TENTANG
PAJAK RESTORAN

PENJELASAN UMUM

- Dengan Ibéflakunya Undang-undang Nomor 34 Tolmu 2000
tentang Perubahan ataa Undang-undang Nomor '18 Talhun 1997 tentang

_ Pajak - Daerah, sebagm Pelaksanaan Undnng—undang tersebut
.perlu dilakukan penyesuamn ~ dengan - pemngkatan kembali terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Homor 17 Talmn 1998 tentang

-_ Pajak Hotel dan Restoran

Pengaturan Pajak Hotel dan Restomn yang sebelumnya chatur

' dalam I (satu) Peraturan Daerah perlu chsesueukan dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan melakukan

pemmahan pcngaturan antora Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan

p

menetapkan kembah pengeluarannya dalam Peraturan Daerah

. PENJELASAY PASAT DEMI PASAL.

Pasal 1 - I Cukup Jalas,

Pasal 2 ayat (1) dan (2) B : Cukup Jelas.

' -i.,Termasuk dalam Obyek Restoran

| adalah Rm_nah Makan, Kafe, Ba_r
dan sejenianya. |

: Hal-hal sebagmmana dimaksud
dalam Pasal ini tidak chkenakan
L __ . Pajak,
| Pasal 4 sampai denga;i Pasal33 =~ : Cukup Jeiqé..

mrme—cem OOO ----------- -



